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Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 85/PUU-X1V/2016 mempertegas Kewenangan KPPU bukan sebagai
pro justitia. Dalam pelaksanaanya pada kasus PT. Balina Agung Perkasa dan PT. Tirta Investama yang
diduga melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dalam Putusan Nomor 22/K PPU-
1/2016, KPPU tetap menggunakan istilah pro justitia dalam Berita Acara Pemeriksaan yang digunakan
sebagai dasar Putusan. Terhadap hal tersebut, termohon mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Dalam
Putusan Nomor 124/Pdt.G.K PPU/2018/PN.Jkt.Sel pengadilan membatalkan Putusan KPPU tersebut, karena
KPPU menggunakan istilah pro justitia dan telah melanggar Putusan Nomor 85/PUU-X1V/2016. Kemudian
KPPU menggjukan kasasi dalam Putusan Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019, membatal kan Putusan Nomor
124/Pdt.G.KPPU/2018/PN. Jkt.Sel dan memperkuat Putusan Nomor 22/K PPU-1/2016. Akibat permasalahan
tersebut, maka menimbulkan pertanyaan mengenai apakah KPPU berhak menggunakan pro justitia atau
tidak. Sehingga permasalahan hukum yang dibahas apakah pro justitia dapat digunakan dalam penegakan
Administrasi oleh KPPU dan bagaimana hukum mengatur penggunaan pro justitia sebagaimana dalam
Putusan Nomor 85/PUU-X1V/2016 jo. Putusan Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019. Penelitian ini dilakukan
dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari kepustakaan melalui studi
dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
X1V/2016 tidak memiliki implikasi apapun terkait penggunaan pro justitia dalam Penegakan Administrasi
oleh KPPU. Terhadap penggunaan pro justitia sebagaimana dalam Putusan Nomor 85/PUU-X1V/2016 jo.
Putusan Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 dalam berita acara pemeriksaan, hal ini merupakan salah satu
kewenangan dari KPPU adalah melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terkait pelaku usaha yang diduga
melakukan praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat.

...... The Constitutional Court Decision Number 85/PUU-X1V/2016 emphasized that the KPPU's authority is
not as apro justitia. In itsimplementation in the case of PT Balina Agung Perkasaand PT Tirta Investama,
which allegedly committed the practice of a closed agreement and market control in Decision Number
22/KPPU-1/2016, KPPU 4till used the word pro justitiain the Minutes of Examination used as the basis for
the Decision. Against this, the respondent filed an objection to the District Court. In Decision Number
124/Pdt.G.KPPU/2018/PN.Jkt.Sel, the court annulled the KPPU Decision, because KPPU used the term pro
justitia and had violated Constitutional Court Decision Number 85/PUU-X1V/2016. Then KPPU filed an
appeal in Decision Number 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019, canceling Decision Number
124/Pdt.G.KPPU/2018/PN.Jkt.Sel and upheld Decision Number 22/K PPU-1/2016. As aresult of these
problems, it raises questions about whether KPPU has the right to use pro justitia or not. So that the legal
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issues discussed are whether pro justitia can be used in administrative enforcement by the KPPU and how
the law regulates the use of pro justitia asin Decision Number 85/PUU-X1V/2016 jo. Decision Number 806
K/Pdt.Sus-KPPU/2019. This research was conducted using a juridical-normative research method with data
obtained from literature through document studies. The results of this study show that the Constitutional
Court Decision Number 85/PUU-X1V/2016 does not have any implications regarding the use of pro justitia
in Administrative Enforcement by KPPU. Against the use of pro justitia asin Decision Number 85/PUU-
X1V/2016 jo. Decision Number 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 in the minutes of examination, thisis one of the
authorities of the KPPU to conduct investigations or examinations related to business actors suspected of
committing monopolistic practices and unfair business competition.



